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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penanganan sengketa Pemilihan Umum
(Pemilu) di Indonesia yang masih dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berbeda.
Diantaranya terkait sengketa proses Pemilu ditangani oleh Bawaslu dan PTUN,
sengketa hasil Pemilu diadili oleh Mahkamah Konstitusi (MK), serta pelanggaran
pidana diadili oleh Pengadilan Negeri. Banyaknya lembaga yang mengadili terkait
sengketa Pemilu ini menyebabkan ketidakefektifitasan penyelesaian sengketa
Pemilu dan cenderung ada menimbulkan masalah apabila terdapat perbedaan
penafsiran antar lembaga. Berangkat dari hal tersebut, pembentukan peradilan
khusus sengketa Pemilu menjadi penting supaya penanganan sengketa terkait
Pemilu dapat diselesaikan dalam satu atap lembaga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana urgensi
pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia?
2) Bagaimana desain badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pemilu di
Indonesia? 3) Bagaimana konstruksi ideal badan peradilan Pemilu dalam hukum
ketatanegaraan dan dalam pandangan siyasah gadhaiyyah?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan
hukum. Data dikumpulkan melalui studi dokumen yang berupa bahan-bahan
hukum. Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan melakukan penyelidikan
lebih dalam mengenai konstruksi hukum dari dokumen-dokumen dan sumber data
yang berhubungan, serta menarik kesimpulan. Sebagai tambahan, untuk
memastikan validitas data, peneliti juga melakukan triangulasi.

Hasil penelitian yaitu : 1) Urgensi dari pembentukan peradilan khusus
sengketa Pemilu menjadi penting supaya penanganan sengketa terkait Pemilu dapat
diselesaikan dalam satu atap lembaga. 2) Dalam penelitian ini, Penulis menawarkan
sebuah lembaga pengadilan Pemilu yang mirip di beberapa negara yang telah
diperbandingkan, yakni berupa pengadilan tinggi bernama Mahkamah Pemilihan
Umum. Kemunculan Mahkamah Pemilu sebagai cabang kekuasaan baru ini
menjadi esensial. Dengan cara ini, Mahkamah Pemilu dapat berdiri secara mandiri,
tidak dibawahi maupun dipengaruhi oleh lembaga yang berbeda. Menempatkan
Mahkamah Pemilu sejajar dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,
membuatnya bebas finansial dan tidak terikat dengan lembaga lain. Ini berarti
bahwa tanggung jawab Mahkamah Pemilu hanya ditujukan pada rakyat dan pada
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keadilan itu sendiri. 3) Konstruksi ideal pembentukan badan peradilan khusus
sengketa Pemilu di Indonesia adalah melalui transformasi Bawaslu yang kemudian
menjadi Mahkamah Pemilu, merupakan badan pengadilan otonom, dengan
kewenangan yang diatur dalam konstitusi dan UU Pemilu. Pembentukan badan
peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa Pemilu telah sesuai dengan tujuan
dari Siyasah Qadhaiyyah itu sendiri, yaitu memenuhi rasa keadilan umat, terutama
yang berkaiatan dengan keadilan Pemilu.
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This research is motivated by the handling of General Election (Election)
disputes in Indonesia which are still being carried out by different institutions.
Among them are related to election process disputes handled by Bawaslu and
Administrative Court, election result disputes are tried by the Constitutional Court
(MK), and criminal offenses are tried by the District Court. The large number of
institutions adjudicating related election disputes results in ineffective election
dispute resolution and tends to cause problems if there are differences in
interpretation between institutions. Departing from this, the establishment of a
special court for election disputes is important so that the handling of election-
related disputes can be resolved under one institutional roof.

The formulation of the problems in this study are: 1) What is the urgency of
establishing a special judicial body for election dispute resolution in Indonesia? 2)
What is the design of a special judicial body for election dispute resolution in
Indonesia? 3) How is the construction of the ideal election justice body in
constitutional law and in perspective of siyasah gadhaiyyah?

The research method used in this study is a normative legal research method
with a statute and comparative law approach. Data was collected through document
studies in the form of legal materials. Researchers used data analysis techniques by
conducting deeper investigations regarding the legal construction of related
documents and data sources, and drawing conclusions. In addition, to ensure the
validity of the data, researchers also conducted triangulation.

The results of the research are: 1) The urgency of establishing a special court
for election disputes is important so that the handling of election-related disputes
can be resolved under one institutional roof. 2) In this study, the author proposes an
election court institution that is similar in several countries that have been
compared, namely in the form of a high court called the General Election Court.
The emergence of the Election Court as a new branch of power is essential. In this
way, the Election Court can stand independently, not be subordinated to or
influenced by a different institution. Placing the Election Court on equal footing
with the Constitutional Court and the Supreme Court, making it financially
independent and not bound by other institutions. This means that the responsibility
of the Election Court is only directed to the people and to justice itself. 3) The
establishment of a special judicial body for the settlement of election disputes is in
accordance with the objectives of the Siyasa Qadhaiyyah itself, namely to fulfill the
people's sense of justice, especially those related to election justice.
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